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ABSTRAKSI 

ANALISIS PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 
K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Dalam Perkara Pengadaan Tanah 

Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung) 

Nama 
Pekerjaan 

Alamat 
Email 

Mindo Desima Sianturi· 
Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil BPN 
Provinsi Sumatera Utara 
Jl. Bawang 1 No. 83 P. Simalingkar Medan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui acuan/dasar dalam 
penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui kepastian hukum terhadap 
prosedur pengadaan tanah dalam hal penetapan ganti rugi pada Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K!Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 
2016, untuk mengetahui penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan 
ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia No. 1875 K!Pdt/2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nonnatif atau 
kepustakaan meliputi data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer clan sekunder 
dan didukung oleh pedoman wawancara dengan nara sumber yang kredibel dibidangnya. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa 1. Acuan/dasar dalam 
penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah ditetapkan oleh Lembaga 
Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian 
jasa penilai atau penilai publik dimana Penilai dalam melaksanakan tugasnya 
wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan, sedangkan 
Penyelenggaraan musyawarah adalah untuk kompromi atau kesepakatan atas 
bentuk ganti kerugian yang diinginkan pihak yang berhak (pihak yang memiliki 
obyek yang terkena pengadaan tanah). 2. Prosedur pengadaan tanah dalam hal 
penetapan ganti rugi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K!Pdt/2016 
tanggal 29 Agustus 2016 telah memiliki kepastian hukum karena telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dimana putusan kasasi merupakan putusan akhir yang 
bersifat final dan mengikat yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali. 
3. Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan ganti rugi 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 adalah dengan 
mempergunakan teori keadilan (kesebandingan), teori kesejahteraan dan teori 
kemanfaatan. 

Kata Kunci : Penetapan ganti rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum. 
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ABSTRACTION 

ANALYSIS THE DETERMINATION OF COMPENSATION IN THE 
PROCUREMENT OF LAND FOR THE PUBLIC INTEREST 

(Case Study Decisions Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia 
No.1875 K/Pdt/2016 Dated August 29, 2016 In The Matter Of Land 

Procurement Development Street Railway Bandar Tinggi-Kuala Tanjung). 

Nama 
Pekerjaan 

Alamat 
Email 

Mindo Desima Sianturi 
Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil BPN 
Provinsi Sumatera Utara 
Jl. Bawang 1 No. 83 P. Simalingkar Medan 

The pu:-pose of this study is to know the reference/basis in determining the 
compensation of land procurement for public interest based on the legislation, to 
know the legal certanty of the procedure of land procurement in terms of 
determination of compensation on the decision of the Supreme Court of Republic 
of Indonesia Number 1875 K!Pdt/2016, to know the application of the law by the 
Assembly Judge in the determination of compensation for the procurement of land 
for public interest in the decision of the Supreme Court of Republic Indonesia 
Number 1875 K!Pdt/2016. 

The method used in this study is normative juridical or bibliography 
includes secondary data consisting of primary and secondary law sources and 
supported by interview guides with credible sources in thier field. 

From the result of the research, it can be concluded that 1. Reference/basis 
in the determination of ompensation of land procurement for public inters/ based 
on the law number 2 of 2012 is determined by the land agency as the appraiser in 
carrying out its duties shall be held accountale against the assessment carried 
out, while the deliberation is for compromise or agreement on the form of 
compensation desired by the party entitled (the party owning the object affected 
by the procurement of land).2. Procedure of procurement of land in the case of 
the determination of compensation in the decision of the supreme Court 
Number1875 K!Pdt/2016 dated August 29, 2016 has legal certainty because it is 
in accordance with the legislation and has obtained a decision that has a 
permanent legal force where the decision of cassation is final decision and binds 
that are not available for legal review. 3. That the application of the law by the 
judges in the deterination of campensation for the procurement of land for public 
interest in the decision of the Supreme Court Number 1875 K!Pdt/2016 is to use 
the theory of justice (balancing), welfare theory and the theory of expendiency. 

Keywords: determination of compensation, land acquisition, public interest. 
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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah memberikan anugerah yang begitu besar berupa kesehatan, 

keselamatan dan hikmat dan ilmu pengetahuan sehingga Tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Penulisan Tesis im berjudul "ANALISIS 

PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 

AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1875 K/PDT/2016 DALAM 

PERKARA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN KERETA 

API BANDAR TINGGI-KUALA TANJUNG)" merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu 

Hukum Universitas Medan Area. 

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan bisa 

selesai tanpa bantuan, perhatian, bahkan kasih sayang dari berbagai pihak yang 

telah membantu baik bersifat moril maupun materil, maka dengan segala 

kerendahan hati peneliti haturkan terimakasih. 

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. 

Namun dengan segala kerendahan hati peneliti mohon maaf, saran maupun kritik 

konstruktif yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Akhimya peneliti 

berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua. 

Peneliti, 

Mindo Desima Sianturi, SH 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tarrah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah 

manusia mencari nafkah. Diatas tanah pula manusia membangun rumah 

sebagai tempat bemaung dan membangun berbagai bangunan lainnya 

sampai akhimya tanah juga menjadi tempat persemayaman terakhir bagi 

seseorang yang meninggal dunia. 1 Pegertian tanah menurut UUP A dapat 

dilihat dalam pengaturan Pasal 1 UUP A sebagai berikut : 

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 

Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 

termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

4. Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh 

bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. 

Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensi. Dari s1s1 

ekonomi, tanah bagi masyarakat merupakan sarana produksi yang dapat 

mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi 

1Adrian Sutedi, 2007, /mplementasi Prinsip Kepentingan Umum do/am Pengadaan tanah Untuk 

Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45 

sampai akhimya tanah juga menjadi tempat persemayaman terakhir 

seseorang yang meninggal dunia. 1 Pegertian tanah menurut UUP 

dilihat dalam pengaturan Pasal 1 UUP A sebagai berikut : 

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh 

Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya 

yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.2 Aspek 

tersebut merupakan isu sentral yang terkait sebagai satu kesatuan yang 

terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang 

dilakukan oleh pemerintah. 3 

Sehubungan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan tanah bagi 

pembangunan maka meningkat pula kebutuhan akan j aminan kepastian 

hukl,lm di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap 

dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi 

rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan 

UUP A. UUP A merupakan Hukum Agraria atau tanah nasional 

Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang diamanahkan 

dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,bahwa : 

"bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
yangpenguasaannya ditugaskan kepada Negara republik Indonesia hams 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." 

Pemerintah memiliki tanggungjawab sekaligus tugas utama untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

2Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Do/am Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat 

Hukum Adat (Maso Latu, Kini don Maso Mendatang), Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, 

Ternate, hal. 6 
3Adrian sutedi, loc.cit 

Sehubungan dengan meningkatnya 

pembangunan maka meningkat pula kebutuhan akan j aminan 

di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum 

pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, 

jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas 

Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 

1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal 

A. UUP A merupakan Hukum Agraria atau tanah 

Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang diamanahkan 
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